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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja (SatpolPP) Kota Payakumbuh terkait penertiban Pedagang Kaki 

Lima (PKL), dapat diambil simpulan yaitu: 

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam 

pencegahan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan sudah 

berperan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

dalam menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima yang melakukakn 

aktifitas berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan jual beli 

atau tempat yang menjadi fasilitas umum. 

1. Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

menggunakan badan jalan: 

a. Faktor Internal 

1) Sumber Daya Manusia. 

2) Sarana dan Prasarana. 

b. Faktor Eksternal 

1) Kurangnya Penataan Tempat. 

2) Komunikasi Yang Kurang Baik. 

2. Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota 

Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

menggunakan badan jalan: 
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a. Menetapkan standar untuk pengendalian Pedagang Kaki Lima(PKL) 

Kota Payakumbuh. 

b. Pengawasan dan Pembinaan. 

c. Melakukan sosialisasi ulang 

d. Melakukan patroli secara rutin. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, Adapun saran yang dapat disimpulkan oleh 

peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Agar seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh 

lebih giat menegakkan ketertiban masyarakat Kota Payakumbuh dalam 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima 

(PKL) Kota Payakumbuh mengenai tugas, fungsi dan wewenang Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. 

2. Agar seluruh aparatur Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) Kota 

Payakumbuh lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Payakumbuh. 

3. Agar Pemerintahan Kota Payakumbuh melakukan penataan tempat 

Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan sangat signifikan supaya tidak ada 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang di rugikan. 
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